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PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:




ABSTRAK

Sri Wahyuni. 2021. Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang Politik
Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai. (Dibimbing
oleh Nuryanti Mustari dan Nur Khaerah),

Abstrak

Tujuan penelitian ini terkait Stratogi pemerintah daerah dalam membangun
kesetaraan gender pada bidang pelitik di Kabupaten Sinjai intuk mengetahui
Penguatan Eksisiensi Perempuan Dalam Bidang Polittk Untuk Mewujudkan
Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai sertd uniuk mengctahui faktor pendukung
dan faktor penghambat Penguetan Eksistensi Peicmpuan Dalam Bidang Politik
Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai, Jenis dan tipe
penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Strategi Pemerintah Daerah
Dalam Membangun Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik. Jenis penelitian vang
digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian
deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah penguatan cksistensi perempuan
dalam bidang politik untuk mewujudkan kesetaraain gender di kabupaten Sinjai
yaitu adanya implementasi kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
yang menjadi landasan dan dorongan untuk lebih responisif gender, kemudian
kapabilitas dalam dunia politik sudah meningkat, karena tidak sda lagi perbedaan
gender dalam memimpin tergantung dari kapasitas perempuan, dan Kinerja, serta
akesibilitas tentang politik telah banyak diberikan baik dari instansi pemerintah
ataupun legislative, Taktor pendukung dalam penguatan cksistensi perempuan
yaitu dukungan kebijakan dan dukungan masyarkat. Kenjudian faktor penghambat
dalam pengutan eksistensi perempuan dalam bidang politik yaitu aksesibilitas
informasi dan faktor patriarehy value,

Kata Kunci: Kesetaraan Gender., Penguatan Eksistensi Perempuan & Kapabilitas
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Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, emosional
cantik dan  keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional,
perkasa. Lebih lanjut Gender dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial
tentang relasi laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan oleh sistem
di mana keduanya berada. Untuk memahami konsep gender maka dapat
dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Dipahami

bahwa gender merupakan suatu sifat yang dijadikan dasar untuk

1




mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari
segi kondidi dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi. serta

faktor-faktor nonbiologis lainnya. (Sumule et al., 2019).

\\m“h,/// .

i

\\\9 \-ﬂ‘%/ ,,,/ &

\.»

bing sk i
i e i

//"’ll\‘“\\ g”.
, i

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004-2009.

Kelompok Kerja Advokasi Kebijakan Publik, Tindakan Khusus
Sementara Menjamin Keterwakilan Perempuan, 2002, Untuk menindak
lanjuti keseriusan pemerintah terhadap penangan keterwakilan perempuan
dalam bidang politik pemerintah menerapkan bahwa parpol peserta pemilu
harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30%




keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU

No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No

Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk
mengintegrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan
pembangunan daerah.

Implementasi Undang-Undang terkait kesetaraan gender maka

keterwakilan perempuan di bidang politik dapat dilihat hasil pemulihan




umum anggota DPR di Kabupaten Sinjai 2019-2024, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kabupaten Sinjai akhirnya menetapkan 30 anggota DPRD
Sinjai periode 2019-2024. Mereka merupakan legislator terpilih dari hasil
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pengambilan kebijakan afirmatif dan keterlibatan perempuan dalam
politik.

Kemudian beberapa kegiatan yang diadakan oleh organisasi
pemuda terkait Kesetaraan Gender Dari Berbagai Perspektif Perempuan
Antara Fitrah Dan Tuntutan Latihan Kader Sensitive Gender yang

merupakan salah satu kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendorong




peningkatan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan baik di
pusat maupun di Daerah termasuk di Kabupaten Sinjai.

Banyak faktor yang menjadi tantangan salah satunya adalah

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai.
C. Tujuan Penlitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian terkait Strategi pemerintah daerah
dalam membangun kesetaraan gender pada bidang politik di Kabupaten
Sinjai adalah sebagai berikut:




1. Untuk mengetahui Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang
Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai
2. Untk mengetahui faktor | pendukung dan faktor penghambat
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bersinergi dalam mendukung Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam
Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten

Sinjai.




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

afirmatif terhadap kader perempuan
baik dari struktur partai maupun
dari luar struktur partai. Demikian
pula, dalam hal strategi atau
kebijakan internal partai, materi,
dan metode pembinaan.

2. | (Nelli, 2015) Eksistensi Keterlibatan ~ perempuan  dalam
Perempuan Pada politik penting, karena perempuan
Lembaga Politik | memiliki kebutuhan khusus yang

:*.Iewujugilmfm hanya  bisa  dipahami  oleh
Kesetaraan Gender | Perempuan itu sendiri, Jika masalah

(Studi  Terhadap | Perempuan dipercayakan kepada




Anggota Legislatif
Di Provinsi Riau)

perwakilan yang tidak berperspektif’
masalah perempuan, hampir dapat
dipastikan bahwa kebijakan yang
dikeluarkan tidak sensitif terhadap
isu  perempuan.  Saat  ini
keterwakilan  perempuan  masih

dah, tak terkecuali di Provinsi

Rizky Dwi
Dr. H.
Lukmanul
Hakim. S.Ag.,
M.Si (2019)

Strategi Dinas
Pemberdayaan
Perempuan  Dan
Perlindungan Anak
(DPPPA)
Kabupaten
Karawang Dalam
Serta Dan

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Strategi yang dilakukan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Karawang,  bertujuan  untuk
mempercepal peran perempuan dan
kesetaraan gender di  berbagai
bidang pembangunan. Di Goal,
tujuannya  meningkatkan  peran




Kesetaraan Gender | perempuan dalam politik.
Dalam Lingkungan implementasi strategi
Pembangunan dan lingkungan eksternal yang
mengancam berasal dari pengaruh
budaya Patriarkal. Ketidaksiapan
erempuan dalam berbagai bidang

diatas yang berjudul “Gender Dalam Pembangunan Politik Lokal (Studi
Penclitian Kiprah Politik Perempuan Sebagai Anggota DPRD Kota
Malang Periode 2009-2014)" yaitu keterlibatan perempuan dalam bidang
politik guna meraih kesetaraan gender dalam pembangunan politik lokal,
hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini tentang peran dan
keikutksertaan perempuan dalam lembaga legislatif.

Sedangkan persmaan pada penelitian terdahulu yang kedua diatas
dengan judul “Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam
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Mewujudkan Kesetaraan Gender” fokus penelitisn yang sama yaitu
tentang  eksistensi perempuan dalam bidang politik khususnya pada
lembaga legislatif untuk mewujudkan kesetaraan gender. Selanjutnya.
persamaan vang terdapat penelitian terdahulu bagian ketiga diatas dengan
judul “Strategi Dinas Pemberdayvaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(DPPPA) Kabupaten Karawang Dalain Program Peran Serla dan
Kesetaraan Gefider Dalam Pembangunan”™ yaitw memiliki tjuan yang
sama dalam mempercepat keterlibatan peran perempuan. dan kesetaraan
gender dalam hdang politik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu bagian pertama
yaitu pada penelitian ini berfokus pada penguatan eksistensi perempuan
sedangkan dalam penelitian terdahulu keterlibatan perempuan dalam
bidang pembangunan politik pada legislatif dari segi startegi, kebijakan
dan metode pembinaan. Sedangkan pada baguiun kedua penelitian
terdahulu diatas memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan
penelitian 1ni salah satunya dalam menentukan indikator menggunakan
teori (Gender Analysis Pathway) GAP dan (Gender Buddget Statment) GBS
mengenai  gender dan eksistensi perempuan - dalam  bidang politik
sedangkan penelit ménggunakan analisis indikator kebijakan, kapabilitas,
dan aksesibilitas dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender pada
bidang politik.

Perbedaan peneltian ini dengan penelitian terdahulu bagian ketiga
adalah fokus peneletian dan penelitian terdahulu secara umum membahasa
tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedangkan
peneltian ini berfokus pada startegi serta faktor-faktor yang menghambat
eksistensi perempuan dalam memwujudkan kesctaraan Gender di

Kabupaten sinjai.

Maka dari itu peneliti tertarik membahas mengenai Strategi Pemerintah
Daerah dalam Membangun Kesetaraan Gender pada bidang Politik di

Kabupaten Sinjai.
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B. Konsep Kesetaraan Gender

1. Kesetaraan Gender

seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi
sehagaimana permanen dan abadinya ciri biologis vang dimiliki oleh

perempuan dan laki-laki.

Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara
laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam
Women Studies FEnsiklopedia dijelaskan bahwa Gender adalah suatu

konsep kultural, berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran,
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perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan

perempuan yang herkembang dalam masyarakat.
Dmﬁndamikiangmdersebagaismmknnsapm:mpgekmhaail

pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak
adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. dan dengan demikian
mercka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas
pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari
pembangunan.
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2. Analisis Gender
Analisis gender merupakan alat dan tehnik vang tepat untuk
mengetahui apakah ada permasalahan gender atau tidak dengan cara
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obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti
secara universal oleh berbagai pihak.

c. Analisis gender dapat menemukan akar permasalahan yang
melatarbelakangi masalah kesenjangan gender dan sckaligus dapat

menemukan  solusi yang tepat sasaran sesuaidengan tingkat
permasalahannya.
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Teknik Analisis Gender Model Moser. Teknik analisis model
Moser atau Kerangka Moser dikembangkan oleh Caroline Moser (Huda

et al., 2013) seorang peneliti senior dalam perencanaan gender.
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akses kepada dan kontrol pada penggunaan sumber-sumberdaya antara
perempuan dan laki-laki dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya
vang berbeda-beda, (5) Memadukan gender kepada semua kegiatan
perencanaan dan prosedur dan (6) Membantu pengklarifikasian batasan-
batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan

(Harien Puspitawati, 2009).




Ada 6 alat yang dipergunakan kerangka ini dalam perencanaan
untuk semua tingkatan, mulai dari tingkatan proyek sampai ke tingkatan
perencanaan daerah, yaitu:

1. Alat 1: Identifikasi Perar

Tentang kontrol atas sumberdaya dan pengambilan keputusan dalam
rumah tangga (alokasi sumberdaya intra-rumahtangga dan kekuasaan

dalam pengambilan keputusan dalam rumahtangga). Alat ini
digunakan untuk menemukan siapa yang mengontrol sumberdaya
dalam rumahtangga, siapa yang mengambil keputusan penggunaan
sumberdaya dan bagaimana keputusan itu dibuat.
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4, Alat 4: Menyeimbangkan peran gender.
Antara laki-laki dan perempuan dalam mengelola tugas-tugas
produktif, reproduktif dan k kemasyarakatan mereka. Perlu juga

rvensi yang direncanakan akan

N

\\A“'i,//.&

Moser mengembangkan alal ini berdasarkan konsep yang
dikembangkan oleh Maxine Molyneux pada 1984. Penilaian kebutuhan
gender didasari atas kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki
karena dan mempertimbangkan posisi subordinat perempuan terhadap
laki-laki dalam masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan dibedakan atas:
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a. Kebutuhan Praktis Gender
Berkaitan  dengan  kebutuhan kehidupan sehari-hari  seperti

kebutuhan perempuan akan persedi

\\\v\“'h///

\“ ‘*l\ xv ’//
\\° // o

2,
2

kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri.
4. Partisipasi Politik Perempuan
Pengertian politik yaitu secara etimologi politik berasal dari

bahasaYunani yaitu Politeia. atau polis yang artinya adalah negara atau
kota. Miriam Budiardjo politik (politics) adalah bermacam-macam

kegiatan dalam suatu sistem politik (atau nagara) yang menyangkut




proses menentukan tujuan-tujuan dari sistim itu dan melaksanakan
tujuan-tujuan itu (Mifdal Zusron Alfagi, 2015).

Pengertian Partisipasi Politik bahwa partisipasi politik adalah

Do
N‘“A°SA "'o

//"'qv“\\ .

a. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis,

b. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan penvesuaian
sosial,

¢. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.

d. Sebagai sarana untuk memenuhikebutuhan bawah sadar dan

psikologis tertentu.
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Terkait partisipasi  politik perempuan. Sebuah pengamatan

mengungkapkan bahwa perempuan yang terjun ke dalam kegiatan politik

proses sosialisasi. pendidikan, dan rekruitmen politik perempuan yang
tidak berakar dan berjalan secara sistematis (Mukarom, 2008).

Partisipasi perempuan di politik tidaklah berarti harus menjadi
anggota partai politik atau sebagai anggota legislative. Perempuan
scbagai warga negara mempunyai hak dasar terutama hak sipil dan

politik vaitu hak yang dimiliki untuk menyalurkan aspirasi dan
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kepentingan kepada penyelenggara Negara di lingkat propinsi,
kabupaten/kota.

“ pan b pol ol
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memengaruhi. baik secara langsung maupun tidak langsung.
terhadap upaya pengembangan masyarakat, termasuk juga
pemberdayaan perempuan. Jika tingkat partisipasi politik masyarakat
termasuk di dalamnya perempuan rendah. maka ada indikasi bahwa
pelaksanaan demokrasi vang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda
yang kurang baik. Dan hal tersebut tentu saja akan sangat merugikan
bagi bangsa dan negara,
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Menurut teori kesetaraan dan keadilan gender (Herien Puspitawati,
i.?ﬂH] kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan
maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-

\\“ﬁ‘ iﬂl’l//
‘ \ u/ ’//

staraan  0en

inya maupun yang

1ss  mendefinisian

kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang
diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan politik memang sangat diperlukan dalam upaya

pemberdayan perempuan karena melalui keputusan politik, segala

aktifitas kehidupan dapat ditentukan. Sehingga dengan adanya one gate

policy atau kebijakan satu pintu vang digagas Menteri Pemberdayaan
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Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitive gender patut
didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan,

§# 41"" \\d“'h/// ) '71 7
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b. Kapabilitas
Kapabilitas ~ untuk  menggunakan  sumberdaya  untuk
sepenuhnya berpartisipasi secara aktif’ dan produktif (secara
sosial. ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses
ke sumberdaya, pelayanan. tenaga kerja dan pekerjaan,
informasi dan manfaat. (puspitawati, 2013)
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menggunakan  sumberdaya, yang  dimilikinya
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Kompetensi, vaitu Kemampuan. Namun pemaknaan
kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja
namun lebih dari itu, yaitu lebih paham secara mendetail
schingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik

kelemahan hingga cara mengatasinya (Lestari et al.. 2019).
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¢. Akseptibilas
Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau

menggunakan sumberdaya tertentu. (Puspitawati, 2013) Akseptabilitas
an dan kepmtasm. Dalam hal ini,

politik sehingga bisa mengkampanyekan dirinya dalam proses kandidasi.

Ketiga, dukungan organisasi politik yang memungkinkan perempuan

dicalonkan oleh partai politik. Dukungan menjadi sangat penting untuk
membantu perempuan memutuskan untuk mendapatkan jabatan.
C. Kerangka Pikir
Beberapa teori yang digunakan penulis dalam Penguatan Eksistensi
Perempuan Dalam Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan gender




di Kabupaten Sinjai berdasarkan dari teori kesetaraan dan keadilan gender

(Herien Puspitawati, 2013) kesetaraan gender memberi kesempatan baik
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D. Fokus Penelitian
Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan penelitian

Penguatan Eksistensi Perempuan, Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender

Pada Bidang Politik di K
penelitian yaitu:
c;\ ] ;" 'UHgy, -
\kP**‘ASs4
\\\\\"'hll/

u’ \\\‘Q“‘V '///”

di Kabupaten Sinjai.

2. Kapabilitas yang dimaksud mengacu kepada kemampuan perempaun
baik dari segi Pendidikan formal maupun pengalaman untuk
memberdayakan sumber dayanya untuk memperoleh kesempatan yang
sama dalam Penguatan Eksistensi Perempuan Pada Bidang Politik

Untuk Meuwjudkan Kesetraan Gender di Kabupaten Sinjai.
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3. Aksesibilitas adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada perempuan untuk dapat memilih dan dipilih ataupun
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Politik  Untuk

Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Kkualitatif, penelitian
kualitatif adalah penelitian vang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa vang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi. motivasi, tindakan. disajikan dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

29
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alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Proses

penelitian yang dimaksud antara lain melakukan pengamatan terhadap

z,:» )., \ -
: \\m\'h,/// > 7
\‘/ ‘\\ 3 2, A "’/ Q 5‘ |

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
lapangan berupa hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan
beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan
bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan
kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang
terkait dalam penelitian.




31

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah dats

~yang diperoleh dari bacaan ataupun
i:ratur yang terkait dengan
okumen dan laporan yang
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Teknik ini memiliki kelebihan karena dapat menggabungkan minat

dan kebutuhan yang berbeda dengan melihat kapasitas infroman untuk
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun informan
dari penelitian ini berdasarkan Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam
Bidang Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten

Sinjai, yaitu :
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Daerah Dalam Membangun Kesetaraan Gender Pada Bidang Politik.
2. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan
cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan
sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara

pewawancara dengan informan.
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3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi

data yang di peroleh me -As artikel, dan wawancara sekaligus
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1. Reduksi Data (Data Reduction)
Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap
pertama, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan
meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti menyususn kode-kode dan

catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan




dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti  dapat
menemukan tema-tema. kelompok-kelompok, dan pola-pola data.

yajtan data (dara display)
nisasikan data, vakni menjalin

IS L)

mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan

dari penyajian data yang telah dibuat,

G. Keabsahan Data
Menurut (Sugiyono, 2014), Triangulansi diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian
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triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan
triangulansi waktu yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Tk

f 1 ]
Wilhsg " -
W2z &
angada.

ey &

beda maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan

yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang
dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut

pandangnya berbeda-beda.
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3. Triangulansi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data
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terakhir, terdiri daril15.202 jiwa penduduk laki-laki dan 122.897 jiwa
penduduk perempuan., seperti yangnterlihat pada gambar berikut. Kepadatan
penduduk Kabupaten Sinjai adalah 290 jiwa per km2 Kecamatan Sinjai
Utara merupakan daerah yang memliki kepadatan terbesar yaitu 1.561 jiwa
per km2.




Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone. di sebelah
Timur Berbatasan dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan

Kabupaten Bulukumba dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menur

2. Kondisi Politik Pemerintahan

Pemerintahan Kabupaten Sinjai secara administrasi terdiri dari 9
kecematan definitif. Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kantor
Sekertaris daerah kabupaten Sinjai. pada tahun 2015 terdapat 67 desa
definitif, 13 Kelurahan dan 354 Dusun/Lingkungan. Jumlah Pegawai Negeri

Sipil (PNS) termasuk tenaga fungsional guru menurut Badan Kepegawaian




Daerah Kabupaten Sinjai tercatat sebanyak 3.781 orang denganrincian 2.552
laki-laki dan 3.229 perempuan.
Adapun jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di

Nasdem. Berikut tabel jumlah anggota DPRD Kabupaten Sinjai Menurut

asal partai dan jenis kelamin,




Tabel 4.2 Dafiar Partai Politik dan Perolehan Kursi di DPRD 2019-2024

;EF:‘?‘?‘:“'P‘F?‘

Pada awalnya kedua instansi tersebut yaitu BPPKB merupakan

Instansi vertikal dimana kewenangan pengelola Bidang Keluarga Berencana
telah diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan Edaran
Menteri pada Negeri No. 130/383/S] Tanggal 20 Februari 2012, sedangkan
Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan instansi pangkat daerah yang
bemama Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat bermula




a1

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No.15 XE 2011 terhadap Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah

umumnya penunjang peme

1) Mewujudkan Keserasian dukungan Kebijakan dan Penatalaksanaan

Strategi Pembangunan Pengarusutamaan  Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga, serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

2) Mewujudkan Pembinaan Teknis Operasional. dan Fasilitasi vang Sinergi
dalam rangka Pengembangan Pemberdayaan Pemberdayaan dan
Keluarga. serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang Berpersektif

‘Gender.




a2

3) Meningkatkan Penguatan, Swadaya, Kemandirian Keluarga dan
Masyarakat.

yaitu di bidang:
a) Bidang Kese

serta kelembagaan pengarusutamaan gender: (c) Perumusan

kebijakan  pengarusutamaan  gender  bidang  kebijakan
pengarusutamaan  gender serta kelembagaan pengarusutamaan
gender; (d) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna

mendukung Kinerja organisasi.




43

h)  Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

organosasi guna mendukung kinerja organisasi.

B. Penguatan Eksistensi Perempuan dalam Bidang Politik di Kabupaten
Sinjai

Penguatan ecksistensi perempuan merupakan suatu Langkah yang

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mendorong keterlibatan

perempuan dalam bidang politik. Namun secara komprehensif® pelibatan

permpuan dalam bidang politik bukan hanya memiliki peran atau jabatan




dalam sektor La_gisiatif atau Eksckutif, lebih dari pada itu terkait kepada
keterlibatan perempuan untuk mengambil kebijakan, ikut serta dalam

pembangunan dacrah dan memiliki peluang untuk pemenuhan hak-hak atas

penting, bukan hanya

||||||||
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hasil penelitian terkait Penguatan Eksistensi Perempuan Dalam Bidang
Politik Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kabupaten Sinjai. sebagai
berikut:

1. Kebijakan
Kebijakan merupakan suatu  strategi  pemerintah  untuk
mengarahkan semua stekholder untuk mentaati pengambilan keputusan

dengan tujuan tertentu. Kebijakan politik sangat berpengaruh terhadap




peningkatan pemberdayaan perempuan, untuk mendukung segala
aktifitas perempuan. Dengan adanya keputusan politik melalui kebijakan

oleh pemerintah maka seharusnya semua jajaran pemerintahan,

Legislatif. Eksekutif das
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memperoleh peluang/kesempatan. partisipasi, kontrol. dan manfaat
pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan
kesetaraan gender.

Hal ini didukung dari hasil wawancara bersama Wakil Bupati
Sinjai. A.K dan juga beliau seorang perempuan dan juga Wakil Bupati
pertama perempuan di Kab. Sinjai, mengatakan bahwa:

“Terkait di Kab. Sinjai kita telah di dukung oleh PERDA
Perlindungan Perempuan dan Anak. ada juga PUG maupun sampai

T




kepada tahap evaluasi. Tentu ini suatu peluang vang besar untuk
kaum perempuan sudah bisa berada di ranah eksekutif dan
legislative™ (hasil wawancara Wakil Bupati Sinjai, 4 Februari
2021)

t dapat dilihat bahwa, respon

= \\m\lh,//
\ 7 '\\” A /\&'///

[ e ‘ ~“ . ;«l "'
ir -1 @ non ]

;/"““u N\) \

//”'uv“\\
"-‘,_,,\ »’

6—.
S
\ 7':4KAAN D

erwakilan perempuan tertuang dalam U [} No. 10 Tahun 2008

Pasal ayat 2 yang mengatur tentang 3 bakal calon legislatif, terdapat
minimal satu bacaleg perempuan. Salah satu upaya untuk menguatkan
cksistensi perempuan dengan memaksimalkan kesempatan terkait
pemeberian kouta 30% untuk perempuan.

Hasil penelitian terkait kebijakan berimplikasi terhadap teori yang
dikemukakan oleh puspitawati bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan

yang membuatnya maupun mentaatainya (yang terkena kebijakan itu).
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Dalam artian kebijakan yang dikeluarkan olch pemerintah menjadi

sebuah landasan atau acuan pemerintah/instansi untuk menjalankan dan

di taati agar menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan

barengi dengan kualitas dan kapabilitas yang mempuni sehingga pantas
berada pada posisi penting politik pemerintahan. Keberhasilan tersebut
tidak lepas dari support segala stekholder yang menginginkan eksistensi
perempuan tetap terjaga. Melalui Pendidikan dan pelatihan politik atau
seminar keperempuanan dan politik yang diadakan oleh Dinas Kesatuan
Bangsa dan Politik. Dinas PAP2KB serta beberapa partai yang aware

terhadap perempuan dan politik.




Seperti yang dijelaskan oleh N sebagai Kepala Seksi Kesetaraan
Gender di Dinas P3AP2KB menjelaskan bahwa:

“Terkait dmgan kehii_ pemerintah, di kantor kita ada bidang
: ang  kesetaraan dan data gender. Di

taraan gende bidang politik, hukum sosial
. APBD untuk melaksanakan
volitik™ (hasil wawancara
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segi pengetahuan politik maupun keislaman. Karena beberapa program

vang dilaksanakan juga melibatkan ibu-ibu pengejian dan majelis taklim,
jadi pada akhirnya perempuan mampu menguasai segala sektor dan tetap
mempertahankan eksistensinya.

Sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menguatkan eksistensi

perempuan, partai polittk PPP juga memberikan program atau

membuatkan kegiatan Pendidikan politik atau pengkaderan untuk
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memperkenalkan terkait perempuan dan politik. Seperti yang dipaparkan
oleh Z schagai Sekretaris PPP dan juga anggota DPRD Kab. Sinjai

QN N g
% ~ g%

Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk
memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya
pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis. Oleh karena itu
pengembangan Pendidikan politik perempuan perlu diperhatikan dan
selalu ditingkatkan melalui berbagai program yang dimiliki oleh
pemerintah baik dari segi organisasonal maupun pemantapan pilar-pilar




demokrasi melalu lembaga legsilatif. eksekutif maupun yudikatif yang
aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan.
Dengan itu peme;

program untuk meningka

3

Bty
c,«i‘*’ ?"E&"

\\m\'_h

as. 818

pemerintah  vang di anggarkan setiap tahun untuk memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan
upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar dapat
berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik, sesuai dengan
paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa masyarakat harus

mampu menjalankan tugas partisipasi politik. Serta untuk memberikan

edukasi terkait politik dan membiasakan untuk berbicara tentang politik.




51

sehingga nantinya bukan hal yang tabu lagi bagi seorang perempuan
untuk ikut dan menyuarakan dirinya dalam kontes politik. baik pilkada

alau pemilihan legislative.

Secara umum, 2 legislatif berkisar pada fungsi

/ \'\- budgeting dan fungsi
7/

nnnnnnnn
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mempertahankan kebijakan atau membuat kebijakan untuk perempuan

atau lainnya, serta ikut andil dalam penepatan belanja daerah yang
sebagian alokasinya harus diberikan untuk pembangunan dan
pemberdayaan perempuan, seperti yang dilakukan oleh Kesbangpol
dalam pemeberian edukasi politik khusus untuk perempuan.

Peningkatan pengetahuan politik serta soft skill sebelum menjadi

wakilan rakyat dirasa penting, agar dapat ikut serta dalam perencanaan.
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pendampingan, pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi dan
kebijakan yang dikeluarkan pro perempuan dan pro rakyat, karena telah

mengetahui isu-isu peremp

politik. Sebab, .

1 dan juga dibekali Pendidikan dasar

Kapabilitas ~ untuk  menggunakan  sumberdaya  untuk
sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara
sosial. ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses
ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan,
informasi dan manfaat. (puspitawati. 2013)




Penguatan kapabilitas berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan

perempuan dan keterampilan memimpin, terkait pembagian kerja antara

kesetaraan gender telah diimplementasikan dan bukan hanya sekedar teori,

tapi melihat berdasarkan kualitas sescorang. Hal ini berdampak pada
tingkat keberdayaan perempuan di Kab. Sinjai, semakin tahun semakin
meningkat di banding tahun sebelumnyva. Bernkut tabel vang
menggambarkan tingkat partisipasi perempuan di Lembaga politik
pemerintahan, untuk melihat tingkat keberdayaan perempuan di Kab.

Sinjai.



Tabel 4.3

Data gender dinas P3AP2KB Jumlah Pekerja Di Lembaga Politik

Kabupaten Sinjai Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2021.

S2Imnn
perempuan. Seperti yang dipaparkan oleh anggota DPRD kab. Sinjai, 7
mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, hampir setiap saat melakukan kunjungan dapil
kemasyarakat. Ya itulah perempuan selalu turun untuk bersentuhan
langsung karena mereka memiliki rasa kepakaan yang tinggi untuk
mengetahui keadaan sesamanya, baik keadaan yang bersifat sosial.
budaya maupun ckonomi™ (hasil wawancara anggota DPRD Kab.
Sinjai tanggal 2 Februari 2021)
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa
kapabilitas seorang perempuan untuk menjadi wakil rakyat juga penting
karena selalu menyangkut dengan hak dan kepentingan warga masyarakat
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1 S2
2 Kepala Kantor Camat S S2
3 Inspektorat 52 s2
4 Kepala Dinas. $2 s2
5 Bupati S2 -

6 Wakil Bupati = )
7 Anggota DPRD Kab/Kota Sl Sl
8 Perangkat Desa S Si
9  Kepala Desa Sl S

Sumber: Website Struktur UPTD Kab.Sinjai
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Adapun latar belakang pendidkan para politisi dikabupaten sinjai,
sebagian besar adalah S2 baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat

\\‘\“h.///
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punpman ancak mbang dan ada Juga sebagm sekertaris DPC karena
kami juga mengedepankan kesetaraan gender. Khusus di DPRD
kami menempatkan Ibu Hj. Nurbaya Toppo selaku punpmzu di
Komisi A yaitu sekertaris komisi dan wakil ketua komisi juga
perempuan” (hasil wawncara bersama anggota DPRD kab. Sinjai
tanggal 2 Februari 2021)

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan serta peluang
dalam dunia politik sudah meningkat, karena kolaborasi kerja dan kinerja

dalam kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan sudah banyak di
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implementasikan berbagai sektor, baik di ranah pemerintahan maupun

legislative dan partai politik.

S Lo

i . ‘ "

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah telah

mendorong partisipasi perempuan untuk membuka jalan dan terlibat
dalam politik serta memberikan ruang partisipasi perempuan untuk di
pilih dan memilih.

Keterlibatan perempuan masih di massivekan karena keterlibatan
perempuan dalam proses perencanaan wajib untuk dilibatkan. Hal ini
dijelaskan oleh Wakil Bupati Sinjai, bahwa:




S8

“Memberi ruang kita harus mendorong perempuan untuk terlibat
dalam hal politik, mulai dari sosialisasi, Pendidikan politik dan penting
untuk memberikan pemahaman bahwa politik suatu hal yang sangat
penting untuk merubah suatu kaum dan memberikan manfaat”™ (hasil
wawancara wakil bupati sinjai tanggal 4 Februari 2021)
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2
Dapil 2 8 0
Dapil 3 4 3
Dapil 4 5 1
Wakil Ketua Komisi 2 g
Sekertaris Komisi I 1

9
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Jumlah 27
Sumber: Data Gender DP3AP2KB
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Dapat dilihat bahwa kesempatan dan aksesibilitas perempuan saat
ini sudah semakin besar, karena jumlah persentase perempuan setiap

dapil tidak terlalu jauh, hanya ada satu dapil yang tidak memiliki

Menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam bidang politik di
kabupaten Sinjai. sudah terimplementasi dengan baik dan dapat dilihat
dari jumlah represanti perempuan yang terlibat dalam agenda-agenda
penting.

Adapun usaha partai politik untuk membuka peluang untuk
perempuan  berpolitik  yaitu dengan menyiapkan wadah untuk

memfasilitasi perempuan yang ingin berkecimpung di partai politik.




Seperti yang dikatakan oleh anggota partai persatuan pembangunan

sekaligus anggota DPRD kab. Sinjai, memaparkan bahwa:
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Perempuan Dalam Bidang Politik

1. Faktor Pendukung
a. Dukungan Pemerintah
Faktor pendukung menjadi salah satu unsur penting dalam
menerapkan sebuah kebijakan atau tercapainya sebuah misi. Dalam

penguatan eksistensi perempuan di  bidang politik. beberapa
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informan menuturkan beberapa faktor pendukung yang mampu

memberikan support.

roh i UHAI
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untuk duduk di legislatif dan perempuan sudah berfikir untuk
memilih sesama perempuan dengan alasan bahwa perempuanlah
yang memperjuangkan hak kita sebagai perempuan.

Sehingga persentase perempuan yang menduduki legislative
saat ini sudah hampir memenuhi 30% kouta vang disediakan.
berkat dukungan pemerintah daerah yang dituangkan dalam
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PERDA nomor 12 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender
agar responsif dalam menanggapi issu gender di kabupaten Sinjai.
Hal ini juga didukung oleh pendapat Kasi kesetaran
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laki-laki serta akan terjadi ketipangan dimana tidak imbang antara
kepentingan laki-laki dan perempuan seperti dalam hal kebijakan

pemerintah misalnya, tempat pelayaanan umum dimana diberi
ruangan khusus untuk menvusui dan siapa lagi vang dapat
meyuarakannya selain perempuan.

b. Dukungan Masyarakat
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Scbuah kebijakan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat
ikut berkontribusi dan mengaktifkan diri dalam kegiatan atau

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu salah satu

pmnas d1 le:g:slatwe e:kaelmuf’ {}msﬁ wawancara Wakil Bupau
Sinjai tanggal 4 Februari 2021)

Ketika masyarakat aktif terlibat kegiatan terkait edukasi politik
akan hal ini akan berdampak positif oleh masyarkat itu sendiri
karena akan selalu menambah pengetahuan dan menambah skill
serta memahami kendala-kendala yang terjadi dilapangan dan
mendiskusikan dalam seminar kelompok sehingga solusi yang di

keluarkan nantinya akan sangat membantu perempuan.




Secara tidak langsung hal ini juga membantu skill negosisasi

dan problem solving jadi kapasitas inilah yang akan membantu
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e rermpualn adalal sesama perempuan

Sehinggah partai memberikan keterwakilan perempuan karena

perempuan memiliki potensi itu dan potensi itu pengaruhnya luar

biasa dan juga kerena perempuan mudah menarik sesama

perempun, tingkat sosial perempuan tinggi sehingga dengan mudah
‘meraih simpati masyarakat juga karena perempuan dianggap bisa
meraih suara karena pemilih yang banyak berasal dari perempuan.
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Disamping itu partai tidak membedakan antara caleg
perempuan dan laki-laki jumlah pemilih perempuan jauh lebih

besar di banding laki-laki yang penting mereka memiliki

masing yang menghambat tewujudnya kesetaraan gender

khususnya dalam bidang politik di Kabupaten Sinjai.

Seperti yang diutarakan oleh J.A founder Ruang Emansipasi
Sinjai, bahwa:

“masih perlu lebih ditingkatkan informasi agar tersebar luas
dan dapat diakses juga oleh komunitas yang berbasis gender
karena masyarakat masih perlu sering dilihat, apa yang mereka
alami. Karena perempuan perlu didorong dan memberikan
pedekatan secara persuasive. tidak hanya berkoar-koar di satu
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forum tetapi butuh pemahaman lebih™ (hasil wawncara
bersama ruang emansipasi sinjai tangal 9 februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dapat di lihat bahwa sosialisasi
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politik. Sehingga masyarakat semakin ketinggalan karena kurang
terpapar informasi,
. faktor nilai patriarki

Hambatan kultural masih dominan membatasi partisipasi
perempuan di ranah politik, termasuk juga menghambat perempuan
untuk masuk dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota

legislative ataupun partai politik. Ada anggapan juga bahwa
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perempuan tidak otonom dalam pengambilan keputusan dan tidak
identik dengan fungsi kepemimpinan.
Pendapat inilah ¢ discbut patriarchy value masih
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Juga terkait kesadaran perempuan itu sendiri untuk terlibat
karena menganggap bahwa perempuan dalam hal ini pemenuhan
kouta 30% hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam kontes politik
sehingga masih enggan untu terlibat karena belum melihat dari
sudut pandang lain bahwa 30% kouta perempuan adalah sebuah
peluang dan kesempatan bagi mereka untuk berkiprah dan
berkontribusi kepada sesamanya.




Dan terkait kepercayaan masyarakat masih perlu di tingkatkan
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
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penghambat dalam pengutan eksistensi perempuan dalam bidang politik

vaitu aksesibilitas informasi dan faktor patriarchy value.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dan hasil analisis pada bab-
bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yaitu:
1. Perempuan seharusnya menyadari akan peluang yang mereka miliki

untuk terjun di dunia politik dengan melihat betapa pentingnya mereka
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duduk dilegislatif, eksekutif dan yudikatif untuk memeperjuangkan hak-

2. Pemerintah kabupaten Sinjai diharap

can agar bisa konsisten dan lebih
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